PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang

Mengingat

NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Muara Enim yang bersumber dari retribusi dan
sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Daerah
maka diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi

Izin Trayek.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a diatas, perlu diaturkan dan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Muara Enim.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
pembagian Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2001
tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2001 Nomor 72);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
dan

BUPATI MUARA ENIM
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 6

TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Pasal 1

Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2001
tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001

Nomor 72 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ..........



1. Ketentuan pada Pasal 1 ditambah , dengan penambahan sebagai berikut :

27. Mobil Bus Kecil adalah setiap kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16
orang dengan ukuran dan jarak antara tempat duduk normal tidak termasuk
tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan antara 4 s/d 6,5 meter.

28. Mobil Bus Sedang adalah Setiap kendaraan bermotor dengan kapasitas 17 s/d 28
orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk
tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan antara 6,5 s/d 9 meter.

29. Mobil Bus Besar adalah Setiap kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari
28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk
tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.

2. Ketentuan pada Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya
angkut (kapasitas tempat duduk) sesuai surat tanda uji kendaraaan .

(2) Struktur dan besarnya tarif restribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
adalah sebagai berikut :

Kapasitas Tempat i
Jenis Angkutan Duduk Izin Trayek Per.panjangan
lzin Trayek
Mobil Penumpang | 1 s/d 8 Orang Rp. 40.000 ,- Rp. 20.000,-
Umum
Mobil Bus Kecil 9 s/d 16 Orang Rp. 50.000 ,- Rp. 30.000 ,-
Mobil Bus Sedang 17 s/d 28 Orang Rp. 60.000 ,- Rp. 50.000,-
Mobil Bus Besar Lebih dari 28| Rp. 80.000 ,- Rp. 60.000 ,-
Orang
Angkutan - Rp. 90.000 ,- Rp. 70.000
Penumpang Khusus

3, Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10
(1) Jangka waktu izin trayek adalah 5 ( lima ) tahun.
(2) Setelah jangka waktu sebagaimana ayat (1) berakhir maka dapat dilakukan

perpanjangan.

4. Ketentuan pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 13
berbunyi sebagai berikut



Pasal 13
(1) Pemungutan Retribusi Izin Trayek dilakukan oleh Dinas Perhubungan
(2) Dihapus
(3) Dihapus
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 ayat (1) berbunyi sebagai
berikut :
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

Keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau
denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Februari 2009

BUPATI MUARA ENIM

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 17 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

dto

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2009 NOMOR 5 SeriB

E/Perda 2009/Paripurna I/Retribusi Ev GubPerda Izin Trayek



